



1.1. Latar Belakang 
 
Setahun pelaksanaan otonomi daerah sejak 1 Januari 
2001 telah memunculkan aneka persoalan yang sudah 
dikemukakan oleh berbagai pengamat dan praktisi. Ber-
bagai penelitian juga sudah dilakukan dengan cakupan 
dan fokus yang beraneka ragam.  
 
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah 
(KPPOD) sendiri juga sudah mengungkapkan berbagai 
persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi 
daerah berdasarkan analisis yang dilakukannya terhadap 
berbagai Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh pemer-
intah daerah.  
 
Untuk keperluan praktis karena cepat bergulirnya 
waktu, artikulasi persoalan-persoalan tersebut dilakukan 
tanpa perlu menunggu dipahami pola-pola yang lebih 
spesifik yang berkaitan dengan kebermasalahan Perda-
Perda. Bersama berbagai lembaga yang selama ini juga 
melakukan kegiatan monitoring, hal ini dilakukan untuk 
mencegah meluasnya persoalan yang pada tingkat ter-
tentu sebetulnya sudah jelas dan sudah harus dicegah.  
 
Setelah berbagai persoalan dibiarkan mengungkap ke 
atas permukaan, tampaknya perlu ada upaya untuk me-
mahami persoalan-persoalan tersebut secara lebih sis-
tematis dan menemukan pola serta kecenderungannya. 
Hal ini diperlukan untuk mengarahkan fokus dari langkah
-langkah yang harus diambil dalam mencegah, mengatasi, 
dan mengendalikan munculnya persoalan-persoalan se-
rupa di masa datang. Pelaporan hasil analisis ini diharap-
kan menjadi bagian dari upaya memahami kompleksitas 
persoalan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi 
daerah, lebih khusus lagi soal peraturan daerah, dengan 
cara yang diharapkan cukup sistematis, yang dapat men-
gungkap pola serta kecenderungan-kecenderungan uta-
manya.  
 
1.2. Tujuan Umum  
 
Analisis dilakukan dengan tujuan untuk menemukan 
kecenderungan-kecenderungan utama kebermasalahan 
berbagai peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah 
daerah-pemerintah daerah di Indonesia.  
 
1.3. Tujuan - Tujuan Spesifik 
  
Secara spesifik, analisis dilakukan untuk melihat:  
1. Sejauh mana persoalan-persoalan yang terkait den-
gan peraturan daerah dapat dibedakan antara per-
soalan prinsip, persoalan substansi, dan persoalan 
teknis, sehingga dapat digambarkan tingkat ke-
seriusan dari persoalan-persoalan yang ditampilkan 
oleh Perda-Perda yang ada.  
 
2. Sejauh mana persoalan-persoalan yang selama ini 
dianggap sebagai persoalan prinsip seperti pelangga-
ran prinsip free internal trade, double taxation, dan 
validitas Perda sebagai mekanisme dapat mencapai 
tujuan pembangunan dapat digambarkan persebaran 
dan keseriusannya.  
 
3. Sejauh mana persoalan-persoalan substansi dapat 
dikenali dengan lebih jauh serta digambarkan perse-
baran dan keseriusannya.  
 
4. Apakah ada pola-pola kebermasalahan yang berbeda 
antar berbagai jenis peraturan daerah.  
 
5. Apakah bobot dari persoalan-persoalan yang ada 
dapat ditimbang dalam kaitannya dengan kadar pe-
nuntunan dari Pemerintah Pusat?  
 
Laporan Sintesis Hasil Review 340 Perda * 
(Tim Peneliti KPPOD) ** 
*) Laporan program Review Perda, disampaikan pada seminar “Otonomi Daerah dan Iklim Usaha”, diselenggarakan atas kerjasama KPPOD 
dengan PEG-USAID, tanggal 19 Maret 2002 di Jakarta.  
 
**) Tim Peneliti KPPOD: Antonius Doni Dihen, Agus Widodo, Agung Pambudhi, Endi Jaweng, dan Ig. Sigit Murwito.  
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 1.4. Signifikansi  
 
Analisis ini diharapkan berguna untuk:  
1. Pemerintah Pusat, sebagai masukan bagi perumusan 
dan pengendalian kebijakan secara lebih terfokus;  
2. Pemerintah daerah, sebagai masukan, baik dalam 
meninjau kembali Perda-Perda yang telah dibuat 
maupun dalam menuntun pembuatan kebijakan-
kebijakan baru;  
3. Berbagai lembaga monitoring dan media massa, se-
bagai masukan bagi pemilihan fokus monitoring dan 
kontrol;  
4. KPPOD sendiri, sebagai bagian dari upaya pengem-
bangan kapasitas, baik dalam exercise kerangka dan 
metode yang digunakan maupun dalam pengetahuan 
mengenai fakta otonomi daerah yang menjadi obyek 
pemantauannya.  
 
II. METODOLOGI  
2.1. Desain 
  
Analisis dilakukan dengan mengikuti panduan anal-
isis produk hukum daerah yang sejauh ini dibuat sebagai 
standar oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi 
Daerah (KPPOD). Sebagaimana panduan yang diikuti, 
analisis dilakukan atas obyek Perda, keharmonisan pen-
gaturan-pengaturan yang ada dalam Perda dengan pro-
duk hukum di atasnya dan atau produk hukum lainnya, 
dan efek yang diperkirakan akan ditimbulkan oleh Perda 
tersebut atas kepentingan umum.  
 
Dengan demikian, paling tidak, ada 3 konsep yang 
dioperasionalkan, yang sejak awal tidak hendak dide-
finisikan dengan kaku: obyek, harmoni dengan produk 
hukum yang lebih tinggi dan atau produk hukum lainnya, 
dan kepentingan umum. Analis diberikan ruang yang 
relatif bebas untuk menangkap persoalan yang terkait 
dengan ketiga kategori tersebut walaupun dengan tetap 
memperhatikan beberapa panduan teknis.  
 
Tentang obyek, panduan teknisnya adalah:  
 Perhatikan, apakah ada pertentangan atau ketidak-
sesuaian antara obyek pungutan dan isi pasal-pasal 
lainnya;  
 Apakah tujuan yang hendak dicapai dengan pember-
lakuan produk hukum tersebut sesuai dengan ma-
teri atau isi yang diatur dalam Perda; dan  
 
Apakah pasal yang mengatur tentang obyek pajak/
retribusi sesuai dengan masing-masing obyek yang dike-
nakan retribusi dalam pasal-pasal yang mengatur men-
genai tarif/dasar pengenaan tarif.  
 
Tentang harmoni dengan produk hukum yang lebih 
tinggi atau produk hukum lainnya, panduan teknisnya 
adalah:  
 Periksa kelengkapan yuridis formal dari produk hu-
kum yang dianalisis, apakah sudah sesuai dengan per-
syaratan yang ditetapkan UU No. 34 Tahun 2000. 
Apabila ada yang tidak sesuai atau tidak lengkap, tu-
liskan hak yang tidak sesuai atau tidak lengkap;  
 Khusus untuk retribusi, perhatikan apakah produk 
hukum tersebut mencantumkan golongan retribusi 
atau tidak. Bila sudah mencantumkan golongan retri-
busi, apakah golongan retribusi yang sudah dican-
tumkan sesuai dengan pengertian masing-masing 
golongan retribusi;  
 Periksa, apakah ada pasal-pasal yang saling berten-
tangan dan atau bertentangan dengan produk hukum 
yang lebih tinggi atau produk hukum lainnya.  
 Periksa, apakah obyek yang dikenakan pajak atau 
retribusi tersebut sesuai dengan prinsip atau filosofi 
pajak atau retribusi.  
 Periksa, apakah obyek yang dikenakan pajak atau 
retribusi bukan merupakan obyek pajak atau retri-
busi level pemerintahan di atasnya.  
 
Tentang kepentingan umum, panduan teknisnya 
adalah:  
 Periksa, apakah obyek dan dasar pengenaan pajak 
atau retribusi tidak bertentangan dengan kepentin-
gan umum.  
 
Analisis kemudian dilanjutkan dengan mengidentifi-
kasi jenis-jenis permasalahan dari setiap Perda. Jenis-
jenis permasalahan ini dicoba diformulasikan secara be-
bas, walaupun dengan tetap memperhatikan hasil identi-
fikasi permasalahan pada tahap awal yang sudah dilaku-
kan oleh KPPOD.  
 
Jenis-jenis permasalahan yang kemudian menjadi dasar 
untuk analisis kuantitatif itu adalah:  
1. Hambatan pada lalu lintas perdagangan dalam negeri;  
2. Efek pungutan ganda;  
3. Validitas sebagai mekanisme pencapai tujuan yang 
diklaim;  
4. Kejelasan prosedur dan birokrasi;  
5. Kejelasan obyek Perda;  
6. Kewajaran tarif dan atau struktur tarif;  
7. Diskoneksi isi-tujuan;  
8. Kelengkapan yuridis;  
9. Kepastian masa berlaku izin;  
10. Kejelasan hak dan kewajiban subyek pungutan;  
11. Kejelasan subyek;  
12. Akses masyarakat kecil;  
13. Kemitraan yang bersifat wajib;  
14. Relevansi acuan yuridis.  
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 Kualifikasi kebermasalahan ditentukan dengan men-
gacu pada ke-14 jenis permasalahan di atas. Jenis per-
masalahan 1 sampai 3 masuk dalam kualifikasi berma-
salah secara prinsip; jenis permasalahan 4 sampau 13 
masuk dalam kualifikasi bermasalah secara substansi; 
dan jenis permasalahan 14 masuk dalam kualifikasi ber-
masalah secara teknis. Di luar itu, Perda yang tidak ber-
masalah dimasukkan dalam kualifikasi tidak bermasalah.  
 
2.2. Jenis Data  
 
Data yang digunakan dalam analisis ini semata me-
rupakan data sekunder yang berbentuk Peraturan 
Daerah dan/atau Surat Keputusan Bupati dan/atau 
Keputusan Gubernur.  
 
2.3. Gambaran Umum Obyek Analisis  
 
Seluruhnya ada 351 produk hukum, 340 di anta-
ranya adalah peraturan daerah dan sisanya sebanyak 11 
adalah SK Bupati dan/atau Keputusan Gubernur. Untuk 
menjaga kesetaraan obyek yang dianalisis, maka fokus 
diberikan kepada 340 peraturan daerah.  
 
Dari 340 Perda yang dianalisis, ada 51 Perda (15 %) 
yang mengatur soal pajak daerah, 233 Perda (69 %) 
yang mengatur soal retribusi daerah, dan 56 Perda (16 
%) yang tidak berkaitan langsung dengan baik pajak 
maupun retribusi daerah. Untuk mudahnya, kategori 
yang terakhir ini disebut Perda non-pajak non retribusi.  
 
2.4. Gambaran Persebaran Wilayah dari Obyek 
Analisis 
 
Perda-Perda yang dianalisis dibuat oleh Pemerintah 
Kabupaten/Pemerintah Kota/Pemerintah Propinsi di 28 
propinsi.  
 
Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dianalisis 
bervariasi dari 1 sampai 26 antar-propinsi, dengan jum-
lah terbanyak (yang dianalisis) ditunjukkan oleh Daerah 
Istimewa Aceh (27), diikuti oleh Propinsi Jawa Barat 
(26), Propinsi Banten (25), Propinsi Sumatera Selatan 
(22), Propinsi Gorontalo, Propinsi Irian Jaya, Propinsi 
Jambi, Propinsi Jawa Timur (masing-masing berjumlah 
20), Propinsi Nusa Tenggara Timur (19), Sumatera 
Utara (18), dan Kalimantan Timur (16). Dengan gam-
baran penyebaran propinsi “penghasil” Perda seperti 
itu, maka, walaupun Perda-Perda yang dianalisis tidak 
diambil berdasarkan prosedur sampling tertentu yang 
secara serius mempertimbangkan keterwakilan suatu 
keadaan umum Indonesia, analisis atas Perda-Perda yang 
ada, pada tingkat tertentu, dapat memberikan gambaran 
yang representatif atas keadaaan Perda-Perda yang diha-
silkan di Indonesia.  
Jumlah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota 
yang membuat Perda-Perda yang dianalisis juga bervari-
asi antar-propinsi. Jumlah itu bervariasi dari 1 sampai 10 
antar-propinsi, dengan jumlah Pemerintah Kabupaten/
Pemerintah Kota terbanyak ditunjukkan oleh Propinsi 
Jawa Barat (10), diikuti Propinsi Jawa Timur dan Propinsi 
Nusa Tenggara Timur (masing-masing 7), Propinsi Bali, 
D.I. Aceh, Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Sulawesi 
Tengah, dan Propinsi Sumatera Utara (masing-masing 5).  
 
III. HASIL ANALISIS TENDENSI KEBERMA-
SALAHAN  
3.1. Umum  
 
Dari 340 Perda yang dianalisis, ada 31 % Perda yang 
tidak bermasalah, 17 % Perda yang bermasalah teknis, 42 
% Perda yang bermasalah substansi, dan 10 % Perda 
yang bermasalah secara prinsip (lihat Tabel 3.1.).  
 
Dengan demikian, secara keseluruhan Perda-Perda 
yang dianalisis memperlihatkan kecenderungan berma-
salah lebih tinggi daripada tidak bermasalah. Ada 31 % 
Perda yang bermasalah sedangkan sisanya 69 % berma-
salah, baik secara prinsip, substansi, maupun teknis.  
 
Kecenderungan ini tetap tampak kuat, bahkan jika 
kita menggunakan jumlah Perda yang bermasalah sub-
stansi dan bermasalah secara prinsip (kualifikasi keber-
masalahan 3 dan 4) sebagai indikator. Ada 52 % Perda 
yang berada pada kualifikasi 3 dan 4, sementara kualifi-
kasi 1 dan 2 hanya didukung 48 % Perda.  
 
Namun demikian, tendensi kebermasalahan yang 
dilihat dengan menggunakan tolok ukur sederhana ini 
(besarnya kualifikasi 3 dan 4 dibandingkan dengan be-
sarnya kualifikasi 1 dan 2) bervariasi antar-kelompok. 
Perda non-pajak non-retribusi memperlihatkan ke-
cenderungan bermasalah paling tinggi (75 %), dibanding-
kan dengan Perda retribusi yang hanya 49 % dan Perda 
pajak daerah yang juga 45 %.  
 
Perda-Perda memperlihatkan kecenderungan utama 
untuk bermasalah secara substansi. Kecenderungan ini 
diperlihatkan secara konsisten pada ketiga kelompok 
Perda. Pada Perda pajak daerah, ada 37 % Perda yang 
bermasalah substansi. Bersama kualifikasi tidak berma-
salah, nilai 37 % ini merupakan nilai tertinggi. Pada Perda 
retribusi daerah, ada 38 % Perda yang memperlihatkan 
masalah substansi, dan ini merupakan nilai yang tertinggi. 
Lebih lagi pada Perda non-pajak non-retribusi, ada 66 % 
yang memperlihatkan masalah substansi.  
 
Perda-Perda dengan kualifikasi tidak bermasalah me-
nempati urutan kedua dari segi jumlah dan 
mengkontribusi 31 % dari keseluruhan Perda. 
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Perbandingan antar-kelompok menunjukkan bahwa 
Perda-Perda pajak daerah memperlihatkan kecenderun-
gan tidak bermasalah lebih tinggi dibandingkan dengan 
Perda-Perda retribusi daerah dan Perda-Perda non-
pajak non-retribusi.  
 
Kualifikasi bermasalah secara prinsip merupakan 
kualifikasi dengan jumlah Perda paling sedikit (10 %). 
Akan tetapi, tentu saja signifikansi kualifikasi keberma-
salahan ini tidak boleh diabaikan. Perbandingan antar-
kelompok menunjukkan bahwa Perda retribusi mem-
perlihatkan kecenderungan bermasalah secara prinsip 
paling tinggi, diikuti Perda non-pajak non-retribusi, dan 
akhirnya Perda pajak.  
 
Perda-Perda yang bermasalah secara prinsip, seba-
gaimana diasumsikan dalam penelitian ini, adalah Perda-
Perda yang memperlihatkan permasalahan dalam hal 
hambatan terhadap lalu lintas perdagangan, efek pungu-
tan ganda yang ditimbulkan, dan validitas Perda sebagai 
mekanisme dalam mencapai tujuan yang diklaim. Dari 
35 Perda yang bermasalah secara prinsip, Ada 46 % 
Perda memperlihatkan permasalahan dalam hal ham-
batan terhadap lalu lintas perdagangan, 37 % dalam hal 
efek pungutan ganda yang ditimbulkan, dan 31 % dalam 
hal validitas sebagai mekanisme dalam mencapai tujuan 
yang diklaim (Tabel 3.2.).  
 
Perda-Perda yang bermasalah substansi memperli-
hatkan jenis permasalahan yang lebih bervariasi. Pada 
Tabel 3.3. dicantumkan jenis-jenis permasalahan yang 
menonjol. Detailnya dapat dilihat pada penjelasan tiap 
bagian, akan tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa 
persoalan kewajaran tarif dan atau struktur tarif, kejela-
san birokrasi, kejelasan pengaturan hak dan kewajiban 
para wajib pungutan, dan kejelasan obyek merupakan 
permasalahan-permasalahan substansi yang penting.  
Ada juga variasi antar-kelompok. Sementara persoa-
lan kewajaran tarif merupakan persoalan yang paling 
menonjol pada Perda pajak dan Perda retribusi, persoa-
lan kejelasan hak dan kewajiban wajib pungutan meru-
pakan persoalan yang paling menonjol pada Perda non-
pajak non-retribusi. Juga, sementara persoalan kejelasan 
birokrasi tidak terlihat pada Perda pajak daerah, persoa-
lan ini justru menonjol pada Perda retribusi daerah dan 
Perda non-pajak non-retribusi.  
 
Pada berbagai bagian dalam analisis ini juga akan 
dikemukakan perbedaan tampilan antara jenis-jenis 
Perda yang disarankan oleh peraturan perundangan yang 
di atasnya (terutama PP 65/2001 tentang Pajak Daerah 
dan Perda 66/2001 tentang Retribusi Daerah) dan jenis-
jenis Perda yang tidak termasuk yang disarankan. Anal-
isis-analisis itu memperlihatkan kecenderungan berma-
salah lebih tinggi dibandingkan dengan jenis-jenis Perda 
yang disarankan.  
 
3.2. Perda Pajak Daerah  
 
Dari 51 Perda pajak daerah yang dianalisis, 44 di 
antaranya termasuk yang disarankan PP 65/2001 dan 7 
di antaranya yang tidak disarankan.  
 
Secara keseluruhan, dari 51 Perda tersebut, ada 8 % 
Perda yang bermasalah secara prinsip, 37 % Perda yang 
bermasalah substansi, 18 % Perda yang bermasalah tek-
nis, dan 37 % Perda yang tak bermasalah.  
 
Perda-Perda yang bermasalah secara prinsip mem-
perlihatkan persoalan dalam efek pungutan ganda 
yang ditimbulkan (3 Perda) dan pelanggaran prin-
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sip internal free trade (1 Perda).  
 
Keempat Perda yang bermasalah secara prinsip 
tersebut adalah:  
1. Perda Kota Cirebon No. 7 Tahun 1998 tentang 
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian 
Golongan C;  
2. Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 15 Tahun 
2001 tentang Pajak Perusahaan Industri Daerah;  
3. Perda Kota Padang No. 27 Tahun 1997 tentang 
Pajak Bahan Galian Golongan C;  
4. Perda Kabupaten Tolitoli No. 25 Tahun 2001 ten-
tang Pajak Komoditi;  
 
Perda-Perda yang bermasalah substansi (19 Perda) 
memperlihatkan persoalan dalam hal kewajaran tarif 
dan struktur tarif (11 Perda), kejelasan obyek (5 Perda), 
kejelasan isi (3 Perda), kelengkapan yuridis (1 Perda), 
kejelasan subyek (1 Perda), dan relevansi acuan yuridis 
(8 Perda). Sementara 9 Perda yang bermasalah teknis 
memperlihatkan persoalan dalam relevansi acuan yuridis 
yang digunakan (Lihat Tabel 3.6.)  
Secara umum Perda pajak daerah lebih memperli-
hatkan kecenderungan tidak bermasalah daripada ber-
masalah. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa 55 % 
Perda menunjukkan kualifikasi tidak bermasalah dan ber-
masalah teknis (masing-masing 37 % dan 18 %). Ke-
cenderungan ini berlaku baik untuk Perda pajak daerah 
yang Listed maupun yang non-Listed dalam PP 65/2001.  
 
Pembedaan pajak daerah yang Listed dan non-Listed 
dengan demikian tidak relevan dalam kaitan dengan ten-
densi kebermasalahan Perda pajak daerah.  
 
3.3. Perda Retribusi Daerah  
 
Dari 233 Perda retribusi daerah yang dianalisis, 31 % 
di antaranya tidak bermasalah, 20 % bermasalah teknis, 
38 % bermasalah substansi, dan 11 % bermasalah secara 
prinsip.  
 
Perda-Perda retribusi daerah yang tidak bermasalah 
lebih banyak ditemukan pada golongan retribusi jasa 
umum dan retribusi jasa usaha. Pada golongan retribusi 
jasa umum terdapat 21 Perda yang tidak bermasalah, 
yang merupakan 50 % dari keseluruhan Perda retribusi 
jasa umum. 31 Perda retribusi lainnya yang tidak berma-
salah ditemukan di golongan retribusi jasa usaha, yang 
merupakan 42 % dari keseluruhan Perda retribusi jasa 
usaha. Pada golongan retribusi perizinan tertentu dite-
mukan hanya 15 Perda yang tidak bermasalah, yang me-
rupakan 17 % dari keseluruhan Perda retribusi perizinan 
tertentu. Pada Perda-Perda retribusi di luar ketiga 
golongan tersebut, tidak ditemukan Perda yang tidak 
bermasalah.  
 
Pada kedua subkelompok Perda retribusi daerah 
yang disebut terakhir (perizinan tertentu dan subkelom-
pok di luar ketiga golongan) justru banyak ditemukan 
Perda dengan kualifikasi bermasalah secara prinsip dan 
bermasalah substansi. Seluruh 19 Perda retribusi di luar 
3 golongan memperlihatkan sifat kebermasalahan pada 
kedua kualifikasi tersebut. Sedangkan pada retribusi per-
izinan tertentu, ada 70 % yang memperlihatkan kedua 
sifat kebermasalahan yang serius ini.  
 
Tampilan ini berbeda secara signifikan dengan Perda-
Perda retribusi jasa umum dan Perda-Perda reetribusi 
jasa usaha. Kedua kualifikasi kebermasalahan (prinsip dan 
substansi) ini hanya merupakan 29 % dari Perda retribusi 
jasa umum dan 27 % dari Perda retribusi jasa usaha 
(Lihat Tabel 3.7.).  
 
Dengan demikian, yang paling signifikan mengkontribusi 
permasalahan pada Perda retribusi daerah adalah Perda-
Perda yang termasuk dalam golongan retribusi 
perizinan tertentu dan Perda-Perda yang tidak 
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 termasuk dalam 3 golongan yang disebut dalam PP No. 
66 Tahun 2001.  
 
Di luar persoalan-persoalan prinsip (pelanggaran 
prinsip free internal trade, double taxation, dan validitas 
Perda sebagai mekanisme pencapaian tujuan yang dik-
laim), dan di luar persoalan teknis relevansi acuan yu-
ridis yang digunakan, terdapat berbagai jenis persoalan 
substansi.  
 
Setiap golongan retribusi memperlihatkan cakupan 
jenis persoalan dan jenis persoalan dominan yang ber-
beda. Golongan Perda retribusi jasa umum memperli-
hatkan hanya 3 jenis permasalahan substansi yakni keje-
lasan obyek yang diatur, kelengkapan yuridis, dan kewa-
jaran tarif.  
 
Golongan Perda retribusi jasa usaha memperlihat-
kan 5 jenis permasalahan substansi, dengan jenis per-
soalan yang dominan adalah kejelasan obyek, kewajaran 
tarif, dan kejelasan subyek.  
 
Golongan Perda retribusi perizinan tertentu mem-
perlihat jenis permasalahan yang paling bervariasi (11 
jenis), dengan jenis permasalahan yang dominan adalah 
kewajaran tarif dan atau struktur tarif, kejelasan bi-
rokrasi perizinan, dan kejelasan pengaturan hak dan 
kewajiban wajib retribusi.  
 
Perda retribusi yang tidak termasuk dalam ketiga 
golongan di atas memperlihatkan 8 jenis permasalahan, 
dengan jenis permasalahan yang dominan adalah prose-
dur perizinan, kewajaran tarif, kejelasan obyek, serta 
kejelasan hak dan kewajiban wajib pungutan.  
 
Tabel 3.8. memberikan gambaran mengenai jenis-jenis 
permasalahan tersebut, yang gambaran lebih detailnya 
dapat dilihat pada pembahasan masing-masing jenis 
Perda retribusi daerah.  
 
Pada Perda-Perda retribusi daerah juga dapat diamati 
perbedaan antara Perda-Perda yang disarankan oleh 
peraturan perundangan yang ada di atasnya dan Perda-
Perda yang tidak disarankan peraturan yang di atasnya 
(Tabel 3.9.).  
Dibandingkan dengan yang non-Listed, Perda-Perda 
yang disarankan oleh PP 66/2001 lebih memperlihatkan 
kecenderungan tidak bermasalah daripada yang tidak 
disarankan (40 % berbanding 10 %). Hal ini juga dikonfir-
masikan oleh share Perda-Perda yang bermasalah secara 
prinsip dan substansi dari kedua kategori. Perda-Perda 
yang tidak disarankan memperlihatkan share 84 % pada 
kualifikasi bermasalah prinsip dan bermasalah substansi, 
sementara Perda-Perda yang disarankan menunjukkan 
share hanya 33 %.  
 
Selengkapnya gambaran kebermasalahan setiap 
golongan Perda retribusi daerah dapat dipaparkan se-
cara lebih detail di bawah ini.  
 
3.2.1. Retribusi Jasa Umum  
 
Secara keseluruhan, dari 42 Perda retribusi jasa 
umum yang dianalisis, ada 10 % Perda yang bermasalah 
secara prinsip sehingga perlu dibatalkan, 19 % Perda 
yang bermasalah substansi dan perlu direvisi, 21 % Perda 
bermasalah teknis dan perlu direvisi, dan 50 % Perda 
yang tidak bermasalah  
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 Pembedaan antara Perda yang Listed dan yang non-
Listed dalam PP 66/2001, sekalipun dengan jumlah Perda 
setiap subkelompok yang tidak berimbang, dapat dilihat 
sebagai hal yang menarik. Kesemua (4) Perda yang tidak 
disarankan PP 66/2001 adalah Perda-Perda yang berma-
salah secara prinsip sehingga dipandang perlu untuk di-
batalkan. Sementara pada sub-kelompok Perda yang 
Listed dalam PP 66/2001 tidak ditemukan kualifikasi ke-
bermasalahan ini.  
 
Keempat Perda yang bermasalah secara prinsip ini 
sebetulnya diklaim saja (dalam pasal mengenai golongan 
retribusi) masuk dalam golongan retribusi jasa umum. 
Apabila dilihat lebih cermat, keempat Perda lebih mirip 
ke retribusi perizinan tertentu. Keempat Perda terse-
but memperlihatkan persoalan dalam hal pungutan 
ganda (2 Perda), hambatan terhadap free internal trade 
(1 Perda), dan validitas pengaturan yang ada dalam men-
capai tujuan yang diklaim (1 Perda) (Lihat Tabel 3.11.).  
 
Keempat Perda yang bermasalah secara prinsip adalah:  
1. Perda Kabupaten Bengkulu Selatan No. 21 Tahun 
2000 tentang Retribusi Kartu Ternak;  
2. Perda Kabupaten Bengkulu Selatan No. 25 Tahun 
2000 tentang Retribusi Membawa Hasil Perkebunan 
Keluar Daerah;  
3. Perda Kabupaten Bogor No. 7 Tahun 2001 ten-
tang Retribusi Pemakaian Jalan untuk Angkutan 
Barang;  
4. Perda Kabupaten Tasikmalaya No. 32 Tahun 
2000 tentang Retribusi Pemberian Izin dan Biaya 
Pembongkaran Reklame.  
 
Delapan (8) Perda yang bermasalah secara substansi 
memperlihatkan persoalan dalam hal kejelasan obyek 
yang diatur (12 %), kelengkapan yuridis (10 %), relevansi 
acuan yuridis (atau 10 %), dan kewajaran tarif dan 
struktur tarif (5 %). Sembilan (9) Perda (21 %) yang ber-
masalah secara teknis berkaitan dengan relevansi acuan 
yuridis yang digunakan. Dengan demikian persoalan sub-
stansi hanya menyebar di 3 jenis persoalan: kejelasan 
obyek, kelengkapan yuridis, dan kewajaran tarif dan 
struktur tarif.  
 
Dapat dikatakan bahwa Perda-Perda Retribusi jasa 
umum yang dianalisis mempunyai kecenderungan tidak 
bermasalah lebih besar daripada bermasalah. Diwakili 
oleh kualifikasi bermasalah secara prinsip dan berma-
salah substansi, ada 29 % Perda yang cenderung berma-
salah. Sisanya 71 % cenderung tidak bermasalah 
(diwakili oleh kualifikasi bermasalah secara teknis dan 
tidak bermasalah).  
 
Persoalan serius justru ditemukan pada Perda-
Perda yang diklaim sebagai Perda retribusi jasa umum 
tetapi yang cirinya lebih mendekati retribusi perizinan 
tertentu. Perda-Perda retribusi jasa umum jenis ini se-
muanya bermasalah secara prinsip.  
 
3.2.2. Retribusi Jasa Usaha 
  
Secara keseluruhan, dari 86 Perda retribusi jasa 
usaha yang dianalisis, ada 5 % Perda yang bermasalah 
secara prinsip sehingga perlu dibatalkan, 22 % Perda 
yang bermasalah secara substansi sehingga perlu direvisi, 
31 % Perda yang bermasalah secara teknis tetapi yang 
perlu direvisi, dan 42 % Perda yang tidak bermasalah 
sama sekali.  
 
Pembedaan antara Perda yang Listed dan yang non-
Listed dalam PP 66/2001 tidak bisa dianggap dapat dicer-
minkan dalam tabel di atas, karena hanya ada 1 Perda 
retribusi jasa usaha yang masuk dalam kategori non-
Listed. Semua yang lainnya termasuk yang disarankan PP 
66/2001.  
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 Empat (4) Perda yang bermasalah secara prinsip 
memperlihatkan persoalan dalam hal pungutan ganda, 
validitas pengaturan yang ada dalam mencapai tujuan 
yang diklaim, serta sifatnya yang mendukung monopoli. 
Tidak ditemukan adalah pelanggaran prinsip free internal 
trade dalam keempat Perda ini.  
 
Keempat Perda yang bermasalah secara prinsip 
adalah:  
1. Perda Kabupaten Aceh Timur No. 17 Tahun 2001 
tentang Retribusi Hasil Usaha Perkebunan;  
Perda ini disebutkan masuk golongan retribusi 
jasa usaha, padahal yang dilakukan adalah pungutan 
terhadap hasil perkebunan rakyat dan perkebunan 
besar. Bukan pembayaran atas hasil perkebunan 
yang dikelola oleh Pemda. Dengan demikian, walau-
pun tarif yang ditetapkan relatif tidak memberatkan, 
pungutan jenis ini akan merupakan tambahan 
pungutan terhadap obyek yang sama, pada terhadap 
obyek ini sudah (semestinya) dikenakan Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB).  
2. Perda Kabupaten Bekasi No. 25 Tahun 2000 ten-
tang Retribusi Tempat Parkir Khusus;  
3. Perda Kabupaten Cirebon No. 54 Tahun 2001 ten-
tang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;  
4. Perda Kabupaten Merangin No. 16 Tahun 2000 
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.  
 
Sembilan belas (19) Perda yang bermasalah secara 
substansi memperlihatkan persoalan dalam hal kejelasan 
obyek yang diatur, kewajaran tarif dan struktur tarif, 
kejelasan subyek retribusi, kejelasan isi, relevansi acuan 
yuridis, dan representasi judul. Sedangkan 27 Perda 
yang bermasalah secara teknis berkaitan dengan rele-
vansi acuan yuridis yang digunakan.  
 
Secara umum, seperti yang diperlihatkan pada Tabel 
3.13., Perda-Perda retribusi jasa usaha yang dianalisis 
lebih banyak memperlihatkan persoalan teknis dalam 
hal relevansi acuan yuridis yang digunakan (40 %). Per-
soalan relevansi acuan yuridis ini tidak banyak berkore-
lasi dengan persoalan substansi, seperti yang diperlihat-
kan oleh kenyataan bahwa 31 % Perda adalah Perda-
Perda yang bermasalah secara teknis tapi tidak berma-
salah secara substansi.  
 
Persoalan substansi hanya menyebar di 5 jenis per-
soalan, yakni kejelasan obyek, kewajaran tarif dan struk-
tur tarif, kejelasan subyek, kejelasan isi, dan represen-
tasi judul, dengan komposisi masing-masing 10 %, 6 %, 5 
%, 4 %, dan 1 % dari jumlah Perda retribusi jasa usaha 
yang dianalisis.  
 
Dapat dikatakan bahwa Perda-Perda Retribusi jasa 
usaha yang dianalisis mempunyai kecenderungan tidak 
bermasalah lebih besar daripada bermasalah. Diwakili 
oleh kualifikasi bermasalah secara prinsip dan berma-
salah substansi, ada 27 % Perda yang cenderung berma-
salah. Sisanya 73 % cenderung tidak bermasalah (diwakili 
oleh kualifikasi bermasalah secara teknis dan tidak ber-
masalah).  
 
3.2.3. Retribusi Perizinan Tertentu  
 
Analisis tendensi kebermasalahan kelompok Perda 
retribusi perizinan tertentu dapat dibedakan antara jenis 
Perda yang disarankan Peraturan Pemerintah No. 66 
Tahun 2001 (PP 66/2001) dan jenis Perda yang tidak 
disarankan PP 66/2001.  
 
Dari 86 Perda Retribusi Daerah yang masuk dalam 
golongan retribusi perizinan tertentu, ada 39 Perda yang 
merupakan jenis retribusi perizinan tertentu yang dis-
arankan PP 66/2001 dan 47 Perda yang tidak termasuk 
yang disarankan PP 66/2001.  
 
Secara keseluruhan, dari 86 Perda retribusi perizi-
nan tertentu yang dianalisis, ada 8 % Perda yang berma-
salah secara prinsip sehingga perlu dibatalkan, 62 % 
Perda yang bermasalah substansi sehingga perlu revisi, 
13 % Perda yang bermasalah teknis dan perlu revisi, dan 
17 % Perda yang tidak bermasalah.  
 
Tujuh (7) Perda bermasalah secara prinsip karena 
merintangi arus lalu lintas perdagangan barang dan jasa 
(3 Perda), bukan merupakan mekanisme yang valid un-
tuk mencapai tujuan yang diklaim (3 Perda), dan menim-
bulkan pungutan berganda karena terhadap 
obyek yang sama telah dikenakan pungutan lain-
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 nya (1 Perda). Ketujuh Perda yang bermasalah secara 
prinsip ini masuk dalam kelompok yang tidak disarankan 
PP 66/2001.  
 
Perda-Perda yang bermasalah secara prinsip terse-
but adalah:  
1. Perda Kabupaten Bengkulu Selatan No.10 Tahun 
2001 tentang Retribusi Izin Kepemilikan Gergaji 
Rantai;  
2. Perda Kabupaten Bengkulu Selatan No.22 Tahun 
2000 tentang Retribusi Izin Pengeluaran Hewan 
Ternak Keluar Kabupaten;  
3. Perda Kabupaten Deli Serdang No.17 Tahun 2000 
tentang Retribusi Izin Bongkar Muat Barang Dagan-
gan;  
4. Perda Kabupaten Gorontalo No.63 Tahun 2000 
tentang Retribusi Izin Pemilikan dan Penggunaan 
Gergaji Rantai;  
5. Perda Propinsi Lampung No.06 Tahun 2000 tentang 
Retribusi Izin Komoditi Keluar Propinsi;  
6. Perda Kabupatenn Biak Numfor No.13 Tahun 2001 
tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan 
Tanah;  
7. Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir No.20 Tahun 
2001 tentang Retribusi Izin Lalu Lintas Hasil Buah-
Buahan/Hortikultura dan Buah Kelapa Sawit.  
 
Ada 53 Perda yang bermasalah secara substansi, 
karena tarif dan struktur tarif yang tidak wajar atau 
kurang berdasar (21 Perda), birokrasi perizinan yang 
tidak jelas (20 Perda), pengaturan soal hak dan kewaji-
ban wajib retribusi yang tidak jelas (13 Perda), pern-
yataan obyek retribusi yang kabur (11 Perda), tidak ada 
imbal balik yang jelas dari pembayaran retribusi (8 
Perda), masa laku izin yang tidak jelas dan/atau tidak 
wajar (7 Perda), persyaratan yuridis yang tidak dipenuhi 
(4 Perda), dan tidak diperhatikannya akses kelompok 
masyarakat kecil (3 Perda). Dari 53 Perda tersebut, ada 
24 Perda termasuk kelompok jenis Perda yang dis-
arankan PP 66/2001 dan 29 Perda yang di luar yang dis-
arankan.  
 
Ada 11 Perda yang bermasalah ringan, yakni yang 
menggunakan referensi yuridis yang kedaluwarsa. Tujuh 
masuk dalam kelompok jenis Perda yang disarankan PP 
66/2001 dan 4 lainnya tidak termasuk yang disarankan.  
Sisanya, 15 Perda, tidak bermasalah. Delapan berasal 
dari kelompok jenis Perda yang disarankan PP 66/2001 
dan 7 tidak termasuk kelompok jenis Perda yang dis-
arankan.  
 
Tendensi kebermasalahan selengkapnya dapat dili-
hat pada Tabel 3.14.  
 
Tabel di atas juga memperlihatkan perbedaan ten-
densi kebermasalahan antara jenis Perda yang disarankan 
PP 66/2001 dan jenis Perda yang tidak disarankan PP 
66/2001. Ada 7 Perda non-listed yang bermasalah prinsip 
dan karena itu perlu dibatalkan, sementara tidak ditemu-
kan kualifikasi kebermasalahan ini pada kelompok listed. 
Juga, jika pada kelompok listed ada 77 % yang bermasalah 
secara prinsip dan substansi (kualifikasi 3 dan kualifikasi 
4), maka pada kelompok listed hanya ditemukan 62 %. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perda-Perda 
Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak disarankan 
dalam PP 66/2001 memperlihatkan kecenderungan ber-
masalah lebih tinggi daripada Perda-Perda Retribusi Per-
izinan tertentu yang disarankan oleh peraturan pemerin-
tah termaksud.  
 
Perbedaan tendensi kebermasalahan juga dapat dili-
hat lebih rinci pada jenis pelanggaran yang ditunjukkan 
oleh Perda-Perda Retribusi Perizinan Tertentu yang 
dianalisis (Lihat Tabel 3.15.). Tiga jenis pelanggaran prin-
sip (free internal trade, double taxation, dan validity) dite-
mukan dalam jenis Perda yang tidak disarankan PP 
66/2001, tetapi sebaliknya tidak ditemukan dalam jenis 
Perda yang disarankan PP 66/2001.  
 
Di luar persoalan relevansi acuan yuridis yang 
digunakan, dapat diamati bahwa persoalan ketidakjelasan 
birokrasi perizinan, ketidakjelasan perumusan obyek 
retribusi, dan kurang jelasnya hubungan antara isi Perda 
dan tujuan yang diklaim hendak dicapai, lebih meluas di 
kelompok Perda non-listed daripada kelompok Perda 
listed. Di sisi lain, masalah kewajaran tarif dan kejelasan 
perumusan hak dan kewajiban wajib retribusi lebih ban-
yak ditemukan di kelompok listed daripada kelompok 
non-listed. Dengan demikian, pengacuan Perda pada sa-
ran PP 66/2001, walaupun meniadakan persoalan kejela-
san perumusan obyek retribusi dalam proses pembuatan 
Perda, masih menyisakan persoalan yang cukup signifikan 
pada kewajaran tarif dan/atau struktur tarif dan kejela-
san perumusan hak dan kewajiban wajib retribusi.  
 
Di luar perbedaan antara kedua kelom-
pok Perda, listed dan non-listed, secara keseluru-
han persoalan kewajaran tarif, relevansi acuan 
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yuridis, birokrasi perizinan, kejelasan hak dan kewajiban 
wajib retribusi, dan kejelasan obyek retribusi adalah 
persoalan-persoalan yang paling meluas dari Perda-
Perda retribusi perizinan tertentu.  
 
3.2.4. Perda Retribusi Non 3 Golongan  
 
Ada 19 Perda retribusi daerah yang tidak masuk 
dalam salah satu golongan yang disebut dalam PP 
61/2001. Dari 19 Perda tersebut, ada 58 % Perda yang 
bermasalah secara prinsip sehingga perlu dibatalkan, dan 
sisanya 42 % yang bermasalah substansi dan perlu dire-
visi. Tidak ada Perda yang tidak bermasalah, dan tidak 
ada Perda yang hanya bermasalah teknis (Lihat Tabel 
3.16.)  
Sebelas (11) Perda yang bermasalah secara prinsip 
memperlihatkan persoalan dalam hal pelanggaran prin-
sip free internal trade (8 Perda), validitas pengaturan 
yang ada sebagai mekanisme pencapaian tujuan yang 
diklaim (4 Perda), serta efek pungutan ganda yang ditim-
bulkan (Lihat Tabel 3.17.).  
 
Kesebelas Perda yang bermasalah secara prinsip 
adalah:  
1. Perda Kabupaten Aceh Tengah No.10 Tahun 2001 
tentang Retribusi Hasil Hutan Ikutan;  
2. Perda Kabupaten Bengkulu Selatan No.23 Tahun 
2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak 
dan Bahan Asal Hewan Ternak ke Luar Daerah;  
3. Perda Kota Bogor No.04 Tahun 2001 tentang Retri-
busi Pemasukan dan Penampungan serta Penge-
luaran Hewan/Ternak;  
4. Perda Kabupaten Gorontalo No.64 Tahun 2000 
tentang Retribusi Pengamanan, Pengawasan, dan 
Pembinaan Peternakan;  
5. Perda Kabupaten Indramayu No.11 Tahun 2001 
tentang Retribusi Dispensasi Bongkar Muat Barang;  
6. Perda Propinsi Lampung No.08 Tahun 2000 tentang 
Retribusi Pengangkutan Bahan Galian Batubara, Ba-
han Baku Semen, dan Barang-Barang Potensial lain-
nya;  
7. Perda Kabupaten Pasaman No.02 Tahun 2001 ten-
tang Retribusi Asal Komoditas;  
8. Perda Kabupaten Sanggau No.09 Tahun 2000 ten-
tang Retribusi Angkutan Tandan Buah Segar (TBS) 
Kelapa Sawit, Inti Sawit (PK), dan Minyak Kelapa 
Sawit (CPO);  
9. Perda Kabupaten Serang No.07 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Kayu;  
10. Perda Propinsi Sulawesi Selatan No. 5 Tahun 1996 
tentang Retribusi Pengeluaran dan Pemasukan Ikan;  
11. Perda Kabupaten Tolitoli No. 26 Tahun 2001 ten-
tang Retribusi dan Pungutan Bukan Pajak Sumber 
Daya Perikanan dan Kelautan.  
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 Delapan (8) Perda yang bermasalah secara substansi 
memperlihatkan persoalan dalam hal kejelasan prosedur 
(4), kewajaran tarif dan struktur tarif (3), kejelasan 
obyek yang diatur (2), kejelasan gambaran hak dan ke-
wajiban wajib retribusi (2), kejelasan judul (2), koneksi 
antara isi dan tujuan yang diklaim (1), kelengkapan yu-
ridis (1), dan pungutan ganda sebagian obyek (1).  
 
Secara umum, Perda-Perda retribusi non 3 golon-
gan sebagaimana yang disarankan PP 66/2001 memperli-
hatkan kecenderungan bermasalah daripada tidak ber-
masalah. Ini ditunjukkan dari penyebaran ke-19 Perda 
hanya pada dua kualifikasi kebermasalahan, yakni ber-
masalah secara prinsip perlu dibatalkan dan bermasalah 
substansi perlu revisi.  
 
3.3. Perda Non-Pajak Non-Retribusi 
 
Ada 56 Perda non-pajak non-retribusi yang dianal-
isis, dan, dari ke-56 Perda tersebut, ada 9 % Perda yang 
bermasalah secara prinsip sehingga perlu dibatalkan, 66 
% Perda yang bermasalah substansi sehingga perlu dire-
visi, 4 % Perda yang bermasalah teknis dan perlu dire-
visi, dan 21 % Perda yang tidak bermasalah.  
 
Kelima Perda yang bermasalah secara prinsip mem-
perlihatkan persoalan dalam efek pungutan ganda yang 
ditimbulkan (3 Perda), hambatan pada free internal trade 
(2 Perda), dan validitas mekanisme yang dipilih dalam 
mencapai tujuan yang diklaim (2 Perda).  
 
Perda-Perda yang bermasalah secara prinsip terse-
but adalah:  
1. Perda Kabupaten Cirebon No.53 Tahun 2001 ten-
tang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan;  
2. Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir No.11 Tahun 
2001 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber 
Daya Kelautan, Perikanan, dan Lingkungan Perairan;  
3. Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir No.12 Tahun 
2001 tentang Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan;  
4. Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir No.13 Tahun 
2001 tentang Pungutan Pemanfaatan Sumber Daya 
Ikan;  
5. Perda Kabupaten Ogan KomeringIlir No.14 Tahun 
2001 tentang Materai Daerah.  
Perda-Perda yang bermasalah substansi memperli-
hatkan persoalan yang terbesar dari kejelasan isi (20 
Perda), prosedur birokrasi (16), kejelasan fokus (11), 
kewajaran tarif (3), kelengkapan yuridis (3), kejelasan 
obyek (2), masa laku izin (2), potensi monopoli (2), disk-
oneksi isi-tujuan (1), kejelasan subyek (1), akses 
masyarakat kecil (1), dan kemitraan wajib (1).  
 
Secara umum, Perda-Perda non-pajak non-retribusi 
memperlihatkan lebih kecenderungan bermasalah dari-
pada tidak bermasalah. Ini ditunjukkan oleh kenyataan 
bahwa 75 % Perda berada pada kualifikasi bermasalah 
secara prinsip (9 %) dan bermasalah substansi (plus 66 
%), sementara yang cenderung tidak bermasalah (yang 
diwakili oleh kualifikasi bermasalah teknis dan tidak ber-
masalah) berjumlah hanya 25 %.  
 
IV. RINGKASAN HASIL ANALISIS,  
KESIMPULAN, DAN REKOMENDASI  
 
4.1. Ringkasan Hasil Analisis  
 
Umum  
1. Secara keseluruhan, Perda-Perda memperlihatkan 
kecenderungan bermasalah lebih tinggi daripada ti-
dak bermasalah. Ada 69 % Perda bermasalah, se-
dangkan 31 % tidak bermasalah.  
2. Perda-Perda yang dianalisis memperlihatkan ke-
cenderungan bermasalah secara prinsip, substansi, 
dan teknis. Kebermasalahan secara substansi mem-
perlihatkan porsi tersebar dibandingkan dengan ke-
bermasalahan secara prinsip dan teknis. Ada 42 % 
Perda bermasalah secara substansi, sedangkan 
masing-masing 17 % dan 10 % bermasalah 
secara teknis dan prinsip.  
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 3. Dominasi permasalahan substansi diperlihatkan se-
cara konsisten, baik pada Perda-Perda pajak daerah, 
Perda-Perda retribusi daerah, dan Perda-Perda non
-pajak non-retribusi. Pada Perda-Perda pajak 
daerah, permasalahan substansi diperlihatkan oleh 
37 % Perda, pada Perda-Perda retribusi daerah 38 
%, dan pada Perda-Perda non-pajak non-retribusi 
66 %.  
 
4. Perda-Perda pajak daerah memperlihatkan ke-
cenderungan tidak bermasalah lebih tinggi diband-
ingkan dengan Perda-Perda retribusi daerah dan 
Perda-Perda non-pajak non-retribusi. Porsi tidak 
bermasalah dari Perda-Perda pajak daerah adalah 
37 %, sedangkan Perda-Perda retribusi daerah 31 
%, dan Perda-Perda non-pajak non-retribusi 21 %.  
 
5. Perda-Perda retribusi daerah memperlihatkan ke-
cenderungan bermasalah secara prinsip paling tinggi 
dibandingkan dengan Perda-Perda pajak daerah dan 
Perda-Perda non-pajak non retribusi. Porsi berma-
salah secara prinsip dari Perda-Perda retribusi 
daerah adalah 11 %, dibandingkan dengan porsi yang 
sama pada Perda-Perda non-pajak non retribusi 9 % 
dan Perda-Perda pajak daerah 8 %.  
 
6. Perda-Perda yang bermasalah secara prinsip adalah 
Perda-Perda yang memperlihatkan permasalahan 
dalam hal hambatan terhadap lalu lintas perdagan-
gan dalam negeri, efek pungutan ganda yang ditim-
bulkan, dan validitas Perda sebagai mekanisme 
dalam mencapai tujuan yang diklaim. Dari 35 Perda 
yang bermasalah secara prinsip, ada 46 % yang 
memperlihatkan permasalahan hambatan perdagan-
gan dalam negeri, 37 % efek pungutan ganda, dan 31 
% validitas sebagai mekanisme kontrol dan regulasi.  
 
7. Perda-Perda yang bermasalah substansi memperli-
hatkan jenis permasalahan yang bervariasi. Persoa-
lan kewajaran tarif dan atau struktur tarif, kejelasan 
birokrasi, kejelasan pengaturan hak dan kewajiban 
wajib pungutan, dan kejelasan obyek merupakan 
jenis-jenis permasalahan substansi yang penting, 
masing-masing 23 %, 21 %, 21 %, dan 17 % dari 195 
Perda yang bermasalah substansi.  
 
8. Namun demikian, jenis permasalahan substansi yang 
menonjol bervariasi antar-kelompok Perda. Semen-
tara persoalan kewajaran tarif merupakan persoalan 
yang paling menonjol pada Perda pajak daerah dan 
Perda retribusi daerah, persoalan kejelasan hak dan 
kewajiban wajib pungutan merupakan persoalan 
yang paling menonjol pada Perda-Perda non-pajak 
non-retribusi. Juga, sementara persoalan kejelasan 
birokrasi tidak terlihat pada Perda-Perda pajak 
daerah, persoalan ini justru menonjol pada Perda 
retribusi daerah.  
 
9. Perda-Perda yang tidak disarankan dalam PP 
65/2001 tentang Pajak Daerah dan PP 66/2001 ten-
tang Retribusi Daerah (non-listed) memperlihatkan 
kecenderungan bermasalah lebih tinggi dibandingkan 
dengan Perda-Perda yang disarankan kedua pera-
turan pemerintah tersebut (listed). Jika pada Perda-
Perda listed, ada 39 % yang tidak bermasalah, porsi 
itu pada Perda-Perda non-listed hanya 17 %. Juga, jika 
pada Perda-Perda listed ada seluruhnya 36 % yang 
bermasalah prinsip dan substansi, porsi itu sebesar 
78 % pada Perda-Perda yang non-listed.  
 
Perda-Perda Pajak Daerah  
 
10. Walaupun Perda-Perda pajak daerah memperlihat-
kan kecenderungan tidak bermasalah paling tinggi 
dibandingkan Perda-Perda retribusi daerah dan 
Perda-Perda non-pajak non-retribusi, secara keselu-
ruhan Perda-Perda pajak daerah memperlihatkan 
kecenderungan bermasalah lebih daripada tidak ber-
masalah. Ada 63 % Perda pajak daerah yang berma-
salah, sedangkan yang tidak bermasalah hanya 37 %.  
 
11. Namun demikian, jika kita menggunakan perbandin-
gan antara kualifikasi kebermasalahan 3 dan 4 dan 
kualifikasi kebermasalahan 1 dan 2 sebagai tolok 
ukur, maka kecenderungan tidak bermasalah akan 
lebih besar. 55 % termasuk dalam kualifikasi keber-
masalahan 1 dan 2, sedang hanya 45 % yang masuk 
kualifikasi kebermasalahan 3 dan 4.  
 
12. Sebagaimana telah disebutkan, porsi kualifikasi ke-
bermasalahan terbesar dari seluruh Perda pajak 
daerah adalah masalah substansi, yakni 37 % dari 
keseluruhan Perda. Permasalahan teknis mengambil 
porsi 18 % dan permasalahan prinsip 8 %.  
 
13. Jenis permasalahan substansi yang menonjol adalah 
kewajaran tarif dan struktur tarif, kejelasan obyek, 
dan kejelasan pengaturan mengenai hak dan kewaji-
ban wajib pajak. Jenis permasalahan tarif ditemukan 
pada 22 % Perda pajak daerah, kejelasan obyek 10 
%, dan kejelasan hak dan kewajiban wajib pajak 6 %.  
 
14. Empat Perda pajak daerah yang bermasalah secara 
prinsip memperlihatkan persoalan dalam efek 
pungutan berganda yang ditimbulkan dan hambatan 
perdagangan. Masalah pungutan berganda ditemukan 
pada 3 Perda (6 % dari seluruh Perda pajak daerah), 
sedangkan pelanggaran prinsip free internal trade 
ditemukan pada 1 Perda (2 %).  
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 Perda-Perda Retribusi Daerah  
 
15. Secara keseluruhan, Perda-Perda retribusi daerah 
cenderung bermasalah. Dari 233 Perda retribusi 
daerah yang dianalisis, ada 31 % yang tidak berma-
salah, sedangkan 69 lainnya bermasalah. Akan 
tetapi, jika kita menggunakan perbandingan antara 
kualifikasi kebermasalahan 3 dan 4 dan kualifikasi 
kebermasalahan 1 dan 2 sebagai ukuran, maka 
Perda-Perda retribusi daerah akan tampak lebih 
tidak bermasalah daripada bermasalah. Ada 51 % 
Perda termasuk memperlihatkan kualifikasi 1 dan 2, 
sedangkan sisanya 49 % memperlihatkan kualifikasi 
3 dan 4.  
 
16. Perda-Perda retribusi daerah yang tidak bermasalah 
lebih banyak ditemukan pada golongan retribusi jasa 
umum dan jasa usaha. Kualifikasi Perda tidak ber-
masalah merupakan 50 % dari keseluruhan Perda 
retribusi jasa umum, 42 % dari Perda retribusi jasa 
usaha, 17 % dari retribusi perizinan tertentu, dan 
tidak ditemukan pada kelompok Perda retribusi di 
luar ketiga golongan yang disebutkan dalam PP 
66/2001.  
 
17. Yang paling banyak mengkontribusi permasalahan 
pada Perda retribusi adalah Perda-Perda retribusi 
perizinan tertentu dan Perda-Perda retribusi di luar 
ketiga golongan yang disebutkan dalam PP 66/2001. 
Dengan menggabungkan kualifikasi 3 dan 4, maka 
ada 100 % Perda retribusi non 3 golongan dan 70 % 
Perda retribusi perizinan tertentu bermasalah se-
cara prinsip dan substansi, dibandingkan dengan 29 
% Perda retribusi jasa umum dan 27 % Perda retri-
busi jasa usaha yang memperlihatkan kedua kualifi-
kasi tersebut.  
 
18. Perda-Perda retribusi yang bermasalah prinsip 
adalah Perda-Perda yang memperlihatkan pelangga-
ran atas prinsip free internal trade, efek pungutan 
ganda, dan validitas Perda sebagai mekanisme pen-
capaian tujuan yang diklaim hendak dicapai. Dari 26 
Perda retribusi yang bermasalah secara prinsip, ada 
46 % yang melanggar prinsip free internal trade, 27 % 
memperlihatkan efek pungutan ganda, dan 35 % 
permasalahan validitas.  
 
19. Persoalan substansi yang secara umum menonjol 
pada Perda-Perda retribusi adalah persoalan kewa-
jaran tarif dan atau struktur tarif, kejelasan obyek, 
kejelasan birokrasi, kejelasan pengaturan hak dan 
kewajiban wajib retribusi, kelengkapan yuridis, dan 
diskoneksi isi Perda dengan tujuan. Secara berturut-
turut, persoalan tarif diperlihatkan oleh 35 % dari 
88 Perda retribusi yang bermasalah substansi, per-
soalan kejelasan obyek 31 %, persoalan birokrasi 27 
%, persoalan hak dan kewajiban wajib retribusi 20 %, 
kelengkapan yuridis 10 %, dan diskoneksi isi-tujuan 
10 %.  
 
20. Setiap golongan retribusi memperlihatkan cakupan 
jenis permasalahan substansi dan jenis permasalahan 
substansi dominan yang berbeda. Golongan Perda 
retribusi jasa umum memperlihatkan 3 jenis perma-
salahan substansi yakni kejelasan obyek, kelengkapan 
yuridis, dan kewajaran tarif. Golongan Perda retri-
busi jasa usaha memperlihatkan 5 jenis permasala-
han, dengan permasalahan yang dominan adalah ke-
jelasan obyek, kewajaran tarif, dan kejelasan subyek. 
Perda retribusi perizinan tertentu memperlihatkan 
11 jenis persoalan, dengan permasalahan yang domi-
nan adalah kewajaran tarif dan atau struktur tarif, 
kejelasan birokrasi perizinan, dan kejelasan penga-
turan mengenai hak dan kewajiban wajib retribusi. 
Perda-Perda retribusi yang tidak termasuk dalam 
ketiga golongan di atas memperlihatkan 8 jenis per-
masalahan, dengan jenis permasalahan yang dominan 
adalah prosedur perizinan, kewajaran tarif, kejelasan 
obyek, serta kejelasan hak dan kewajiban wajib re-
tribusi.  
 
21. Perda-Perda retribusi yang disarankan oleh PP 
66/2001 memperlihatkan kecenderungan lebih tidak 
bermasalah dibandingkan dengan Perda-Perda yang 
tidak disarankan. Dari 162 Perda retribusi yang dis-
arankan, ada 40 % yang tidak bermasalah; sedangkan 
dari 71 Perda retribusi yang tidak disarankan, ada 10 
% yang tidak bermasalah. Porsi Perda yang berma-
salah secara prinsip dan substansi dari Perda-Perda 
yang tidak disarankan adalah 84 %, sedangkan porsi 
kebermasalahan prinsip dan substansi dari Perda-
Perda yang disarankan adalah 33 %.  
 
Perda Non-Pajak Non-Retribusi  
 
22. Perda-Perda non-pajak non retribusi lebih memperli-
hatkan kecenderungan bermasalah daripada tidak 
bermasalah. Dari 56 Perda non-pajak non-retribusi, 
79 % bermasalah baik secara prinsip, substansi, mau-
pun teknis; sedangkan sisanya 21 % yang tidak ber-
masalah. Bahkan jika kita menggunakan perbandin-
gan antara kualifikasi 3 dan 4 dan kualifikasi 1 dan 2, 
Perda-Perda non-pajak non-retribusi masih dapat 
dikatakan cenderung bermasalah. Perda-Perda non-
pajak non-retribusi yang bermasalah secara prinsip 
dan substansi mengambil porsi 75 %, sedangkan yang 
bermasalah teknis dan tidak bermasalah hanya 25 %.  
 
23. Perda-Perda yang bermasalah secara 
prinsip memperlihatkan persoalan dalam 
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 hal pelanggaran prinsip free internal trade, efek 
pungutan ganda, dan validitas Perda sebagai mekan-
isme pencapaian tujuan yang diklaim. Pelanggaran 
prinsip free internal trade diperlihatkan oleh 3 Perda 
dari 5 Perda yang bermasalah secara prinsip, efek 
pungutan berdanda 2 Perda, dan persoalan validitas 
2 Perda.  
 
24. Perda-Perda yang bermasalah substansi memperli-
hatkan beberapa persoalan yang menonjol, misalnya 
kejelasan isi, prosedur birokrasi, dan kejelasan fo-
kus. Persoalan kejelasan isi diperlihatkan oleh 20 
Perda dari 37 Perda yang bermasalah secara sub-
stansi, prosedur birokrasi 16 Perda, dan kejelasan 
fokus 11 Perda.  
 
4.2. KESIMPULAN  
 
Perda-Perda yang dianalisis lebih memperlihatkan 
kecenderungan bermasalah daripada tidak bermasalah. 
Kecenderungan ini diperlihatkan secara konsisten, baik 
oleh Perda-Perda pajak daerah, Perda-Perda retribusi 
daerah, dan Perda-Perda non-pajak non-retribusi. Anal-
isis yang lebih detail atas struktur internal Perda-Perda 
retribusi yang masih bisa dibedakan antara Perda retri-
busi jasa umum, Perda retribusi jasa usaha, Perda retri-
busi perizinan tertentu, serta Perda retribusi di luar 3 
golongan pun memperlihatkan kecenderungan yang 
sama.  
 
Kecenderungan bermasalah tersebut juga tampak 
masih kuat bahkan jika kita melunakkan tolok ukur se-
hingga permasalahan teknis relevansi referensi yuridis 
yang digunakan diabaikan. Permasalahan prinsip dan 
permasalahan substansi juga masih signifikan diperlihat-
kan oleh Perda-Perda yang dianalisis, baik itu pada 
Perda-Perda pajak daerah, Perda-Perda retribusi 
daerah, maupun Perda-Perda non-pajak non-retribusi.  
 
Sebagaimana yang digunakan sebagai kerangka anal-
isis, kebermasalahan Perda-Perda dapat dibedakan 
antara kebermasalahan yang sifatnya prinsip, substansi, 
dan teknis. Perda-Perda yang bermasalah secara prinsip 
adalah Perda-Perda yang memperlihatkan permasalahan 
dalam hal hambatan yang ditimbulkan atas lalu lintas 
perdagangan dalam negeri, efek pungutan ganda, dan 
validitas Perda sebagai mekanisme dalam mencapai tu-
juan yang menjustifikasi pembuatan Perda. Walaupun 
secara proporsional tidak cukup besar dibandingkan 
dengan kualifikasi kebermasalahan lain, kualifikasi keber-
masalahan prinsip patut mendapat perhatian serius. Fo-
kus yang harus ditujukkan dalam kaitan dengan perma-
salahan prinsip ini memang ada pada Perda-Perda retri-
busi yang memperlihatkan jumlah nominal dan persen-
tase yang tinggi, akan tetapi tentunya dengan tidak perlu 
mengabaikan Perda-Perda pajak daerah dan Perda-Perda 
non-pajak non-retribusi.  
 
Kebermasalahan substansi merupakan kualifikasi 
kebermasalahan yang paling meluas ditemukan di berba-
gai kelompok dan level Perda yang dianalisis. Berbagai 
persoalan substansi yang menonjol adalah persoalan ke-
wajaran tarif dan atau struktur tarif, kejelasan birokrasi, 
kejelasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban wajib 
pungutan, dan kejelasan obyek. Diabaikannya persoalan-
persoalan tersebut berarti masih diabaikannya prinsip 
transparansi, akuntabilitas, dan prediktabilitas yang harus 
diperhatikan dalam pembuatan peraturan daerah apabila 
pemerintahan daerah yang membuatnya menghendaki 
tampilnya pemerintahan yang baik.  
 
Meluasnya persoalan relevansi acuan yuridis yang 
digunakan mengundang pertanyaan mengenai sosialisasi 
peraturan-peraturan pemerintah di atasnya dalam mem-
bimbing peraturan-peraturan daerah. Akan tetapi dapat 
dicatat bahwa persoalan referensi yuridis yang digunakan 
tidak dengan sendirinya mengimplikasikan munculnya 
persoalan-persoalan yang substansial. Hal ini juga dapat 
dikonfirmasikan sebaliknya oleh kenyataan bahwa Perda-
Perda yang memperlihatkan persoalan substansi tidak 
selalu memperlihatkan persoalan referensi yuridis. Den-
gan demikian, di satu pihak persoalan sosialisasi acuan 
yuridis yang mutakhir perlu mendapat perhatian, tetapi 
di sisi lain pula perlu adanya perhatian yang lebih seim-
bang pada masalah-masalah yang bersifat substansial. 
Pentingnya fokus pada persoalan-persoalan substansi ini 
berlaku merata, baik untuk Perda-Perda non-pajak non-
retribusi yang memperlihatkan porsi tertinggi, maupun 
untuk Perda-Perda pajak daerah dan Perda-Perda retri-
busi daerah.  
 
Secara umum, kebermasalahan Perda-Perda yang 
dianalisis juga banyak dikontribusi oleh Perda-Perda yang 
obyeknya dikreasikan oleh pemerintah daerah. Dengan 
mengggunakan kategori listed dan non-listed dalam PP 
65/2001 tentang Pajak Daerah dan PP 66/2001 tentang 
Retribusi Daerah, analisis ini memperlihatkan bahwa 
Perda-Perda yang obyeknya dikreasikan sendiri oleh pe-
merintah daerah di luar yang disarankan kedua pera-
turan pemerintah tersebut lebih bermasalah dibanding-
kan dengan Perda-Perda yang obyeknya direkomendasi-
kan. Dengan demikian, secara obyektif harus dikatakan 
bahwa kreatifias Pemerintah Daerah masih bermasalah.  
 
Pernyataan obyektif ini tentu saja bisa mengimplika-
sikan interpretasi dan penyikapan yang bervariasi yang 
berada di luar cakupan analisis ini. Akan tetapi secara 
sederhana dapat dikatakan bahwa langkah-langkah yang 
diperlukan guna pengembangan kemampuan 
lokal dalam mengoperasikan otonomi daerah 
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 tampaknya perlu mendapat perhatian serius. Pengem-
bangan kemampuan lokal tersebut perlu ditujukan pada 
pengembangan kemampuan administrasi pemerintahan 
yang memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, 
prediktabilitas, dan transparansi dalam proses-proses 
kebijakan di tingkat lokal.  
 
4.3. REKOMENDASI  
 
1. Berhubung luasnya permasalahan yang ditemukan, 
diperlukan kerja monitoring yang lebih profesional 
yang dapat mengungkapkan persoalan-persoalan 
secara lebih dini dan vokal berkaitan dengan pem-
buatan perda-perda. Penanganan persoalan perlu 
dilakukan secara lebih terfokus dan argumentatif, 
karena bisa saja revisi/pembatalan yang disarankan 
tidak selalu mudah diterima di hadapan kenyataan-
kenyataan politik yang memberikan sumbangsih 
pada konstruksi Perda-Perda bermasalah yang ada.  
 
2. Berhubung Perda-Perda retribusi yang banyak 
mengkontribusi persoalan prinsip, sosialisasi men-
genai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam 
pembuatan Perda retribusi perlu mendapat per-
hatian. Tampaknya prinsip-prinsip free internal trade, 
penghindaraan pungutan berganda atas obyek yang 
sama, dan akuntabilitas dalam pemilihan obyek retri-
busi tidak banyak dipahami atau paling tidak diabai-
kan.  
 
3. Meluasnya persoalan-persoalan substansi men-
gimplikasikan perlunya sosialisasi yang lebih serius, 
baik mengenai kerangka yuridis maupun prinsip 
akuntabilitas, prediktabilitas, dan transparansi yang 
harus diperhatikan dalam pembuatan aneka pera-
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